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REKTOR UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

. bahwa mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademika wajib

menaati ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Universitas untuk
ketertiban kehidupan kampus yang aman dan nyaman sesuai dengan
norma-norma Kehidupan Kampus Islami.

. bahwa norma-norma kehidupan kampus Islami perlu diatur dengan

peraturan Universitas yang memuat sanksi pelanggaran bagi setiap
mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku.

. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b perlu diatur dengan Peraturan Universitas.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.

. Peraturan  Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor

01/PRT/PENG-YPIKA/2021 perubahan atas Statuta Nomor
03/PRT/PENG-YPIKA/2019 tentang Statuta Universitas Ibn Khaldun
Bogor.

. Peraturan Universitas Ibn Khaldun Nomor 06/PER/UIK A/2020 tentang

Pedoman Kemahasiswaan, Organisasi Kemahasiswaan, Alumni dan
Dakwah.

. Keputusan Pengurus YPIKA Nomor 38/KPTS/PENG-YPIKA/2020

tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ibn
Khaldun Bogor Masa Bakti 2020-2024.

. Hasil Rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Dakwah dan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Dakwah serta Biro
Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan pada Senin 20 Desember
2021.

. Rapat Tim Perumus Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa pada Rabu 12

Januari 2022 sesuai Keputusan Rektor Nomor 019/KEP/UIKA/2022.

site: http://www.uika-bogor.ac.id



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
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Universitas Ibn Khaldun Bogor, selanjutnya disebut UIKA Bogor adalah Perguruan
Tinggi Islam yang mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk
membentuk insan yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi mungkar.
Tata tertib adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, hak, kedudukan, dan
aktivitas mahasiswa.

Kehidupan Mahasiswa adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan kemahasiswaan di
UIKA Bogor yang salbing berinteraksi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi.

Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Disiplin adalah segala bentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mematuhi
ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Aktivitas kemahasiswaan adalah segala bentuk kegiatan mahasiswa yang bersifat
akademik dan non akademik berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi.
Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Biro Administrasi
Akademik.

Kampus meliputi segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik.
Sanksi adalah hukuman akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada
mahasiswa atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini.

Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
yang berlaku dalam surat keputusan ini.

Larangan adalah segala bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukanoleh mahasiswa;
Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun
bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun
peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang dijatuhkan
oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi.

Komisi Disiplin tingkat Universitas dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor, sedangkan
Komisi Disiplin tingkat Fakultas dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan.

Komisi Disiplin bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran
dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi
kepada pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan
sanksi, terdiri dari Rektor dan/atau Dekan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi
mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa ini bertujuan untuk:
a. Terselenggaranya dengan baik kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam

suasana yang kondusif}

b. Terwujudnya kehidupan mahasiswa yang tertib dan dinamis dalam menunjang



kemajuan mahasiswa;

c. Terciptanya suasana yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
akademik, professional, sosial dan personal.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa ini mengatur perilaku mahasiswa dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB IV
ORGANISASI MAHASISWA
Pasal 4

(1) Untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu
dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

(3) Organisasi kemahasiswaan yang merupakan lembaga legislatif mahasiswa disebut
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa
(DPM) sedangkan Lembaga Eksekutif mahasiswa disebut Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas Ibn Khaldun.

(4) Kegiatan keilmuan, penalaran, minat, bakat, kesenian dan kesejahteraan, serta ikut
serta dalam pemilihan legeslatif mahasiswa tingkat universitas secara khusus
dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

(5) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas terdiri dari lembaga legislatif mahasiswa
yang disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sedangkan lembaga eksekutif
mahasiswa disebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas.

(6) Kegiatan kemahasiswaan tingkat Jurusan/Program Studi dilaksanakan oleh himpunan
mahasiswa jurusan dikhususkan pada pengembangan profesi keilmuan.

(7) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas bertanggung jawab kepada Rektor dan
organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN
Pasal 5

(1) Komdis berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan
kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau
perbuatan yang melanggar Tata tertib kehidupan kampus, peraturan akademik, dan
ketentuan lainnya.

(2) Komdis UIKA bertugas dan berwenang membantu pimpinan Universitas melakukan
penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Ketentuan Tata tertib kehidupan
kampus bagi mahasiswa UIKA yang disangka dilakukan secara bersama-sama dan/atau
bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih fakultas dan/atau program
Pascasarjana.

(3) Komdis fakultas dan program pascasarjana bertugas dan berwenang membantu
pimpinan fakultas dan direktur melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada
mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap tata tertib
kehidupan kampus.

(4) Untuk keperluan pemeriksaan komdis memanggil secara patut mahasiswa yang
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disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui,
mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
Komdis UIKA wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa
vang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan (Drop out) atau sanksi skorsing karena
terbukti melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada penasehat akademik
terhadapa mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.

Pasal 6

Satuan pengamanan sesuai kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik
secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggran mahasiswa kepada Komdis.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA
Pasal 7

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

(1

2)
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Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran
sebagaimana ketentuan UIKA Bogor;

Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik;

Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa;

Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Melakukan yudisium semester dan yudisium akhir;

Ikut memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan kampus;

Menjaga wibawa dan nama baik almamater;

Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional;

(10) Menjunjung tinggi dan menjalankan Syariat Islam;
(11) Melaksanakan dan membuat laporan kerja praktek dan Kuliah Kerja Mahasiswa.

Pasal 8

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:
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Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan
mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan
sebaik-baiknya untuk kemajuan studinya;

Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran sesuai
kemampuannya;

Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki UIKA Bogor sesuai ketentuan yang berlaku;
Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai ketentuan yang berlaku;

Pindah ke perguruan tinggi lain, atau ke jurusan lain di UIKA Bogor;

Mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan, dan kematian sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Memperoleh beasiswa baik dari Universitas, Pemerintah, maupun Lembaga lainnya
secara kompetitif}

Mendapatkan penghargaan baik berbentuk material dan/atau non material;
Melaksanakan aktivitas di dalam kampus, antara pukul 06.00 s.d. 22.00 WIB kecuali
dengan izin tertulis dari Rektor UIKA Bogor.



BAB VII
LARANGAN
Pasal 9

Mahasiswa dilarang:

(1)  Mengambil barang milik UIKA Bogor atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah;

(2) Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk
mengganggu atau menggagalkan:

a. Aktivitas sivitas akademika dan tamu dalam wilayah UIKA Bogor;
b. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UIKA Bogor; dan
c. Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh UIKA Bogor.

(3) Melakukan aktivitas pada pukul 22.00 — 06.00 WIB harus mendapat izin pimpinan
fakultas/universitas yang bersangkutan.

(4) Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan
universitas dan/pimpinan unit kerja terkait.

(5) Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan.

(6) Melakukan perbuatan perusakan dan pelanggaran terhadap atribut universitas baik di
dalam maupun di luar kampus.

(7) Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan dan/atau mengambil
seluruh atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris universitas, fakultas,
pascasarjana, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya.

(8) Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan
dan/atau akademik lainnya.

(9) Mengeluarkan ucapan, perkataan, perbuatan, yang menyerang pribadi dan/atau
jabatan yang bertentangan dengan etika sopan santun, adat istiadat, norma agama, dan
hukum yang berlaku baik langsung maupun melalui media sosial/aplikasi
telekomunikasi (ada maupun tidak ada delik aduan) atas perbuatan tersebut di atas.

(10) Melakukan pemalakan, penyuapan, perjokian, perjudian, dan pencurian.

(I1) Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat, dan/atau
memberikan data, keterangan dan laporan palsu.

(12) Meminum minuman keras dan/atau mabuk-mabukan baik di dalam maupun di luar
lingkungan UIKA.

(13) Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan dan/atau bersama
obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.

(14) Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.

(15) Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat
onar, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan, dan/atau
pembunuhan.

(16) Berbusana dan berperilaku yang tidak sepantasnya berdasar etika, sopan santun,
norma agama, adat istiadat dalam beraktivitas di lingkungan UIKA.

(17) Mahasiswa dalam hal pelanggaran tata tertib kampus menjadi korban atau patut
diduga menjadi tersangka harus terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian dalam
internal Universitas UIKA/Komdis UIKA dan berkoordinasi dengan pimpinan
Fakultas/Universitas, sebagai langkah kesatu dan tidak dibenarkan langsung memilih
penyelesaian jalur Hukum.

(18) Memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu. '

(19) Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang
mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UIKA Bogor.



(20) Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut
disadari dan/atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau
orang lain.

(21) Merokok baik di dalam lingkungan kampus UIKA Bogor maupun kawasan-kawasan
di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia. '

(22) Tidak bersedia mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan
menurut peraturan yang berlaku di UIKA Bogor.

(23) Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak
menyenangkan sivitas akademika.

(24) Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan
curang dan/atau perbuatan tercela lainnya.

(25) Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(26) Menggunakan pakaian yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui melanggar
norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam. '

(27) Tinggal di kampus layaknya indekost (tidur, menjemur pakaian, memasak).

(28) Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung.

(29) Demontrasi mahasiswa harus memiliki ijin/sepengetahuan Warek Bidang
Kemahasiswaan dan Dakwah serta tetap menjaga ketertiban menjaga nama baik UTKA
baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

(30) Melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 s/d 29 dapat dikenakan sanksi secara
alternatif atau kumulatif.

BAB VIII
JENIS-JENIS SANKSI
Pasal 10
Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan. Jenis sanksi yang dapat dikenakan antara lain:
(1) Diberi teguran secara lisan atau tertulis.
(2) Dikenai larangan mengikuti kuliah dan atau ujian.
(3) Dikenai sanksi tidak lulus dan atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu.
(4) Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi, dan atau penerima
beasiswa tertentu.
(5) Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk vang dalam jumlah
tertentu.
(6) Dikenai skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara, selama-
lamanya 2 (dua) semester.
(7) Dikeluarkan sebagai mahasiswa UIKA Bogor.

BAB IX
KLASIFIKASI PELANGGARAN
Pasal 11
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat
(17) tersebut termasuk kategori pelanggaran RINGAN.
(2) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan
berulang sebanyak 3 (tiga) kali maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran BERAT.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10),
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ayat (12), ayat (13), dan ayat (29), tersebut termasuk kategori pelanggaran SEDANG.
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (9), ayat (10), ayat (11),
ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), dan ayat (18) tersebut termasuk
kategori pelanggaran BERAT.

Pasal 12
Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal
9 ayat (15) dan ayat (16) dapat melaporkan pada Komdis UIKA sebagai langkah awal,
dan dapat melaporkan pada pihak kepolisian (ultimum remedium), jika langkah awal
penyelesaian internal UIKA tidak menghasilkan mediasi atau penyelesaian atas
pelanggaran tersebut.
Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap diproses pelanggarannya oleh Komdis UIKA.
Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana pada Pasal 11 ditetapkan sebagai
tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hasil pemeriksaan pihak Kepolisian dapat
dijadikan acuan oleh Komdis UIKA untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada
yang bersangkutan oleh pimpinan Fakultas/Universitas.
Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 tersebut dapat dilakukan
secara alternatif dan/atau kumulatif.

BAB X
TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 13 ;

Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka

melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus, disasarkan oleh prinsip-prinsip

kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam

BAP.

Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis UIKA adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menerima pengaduan, atau laporan
tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;

b. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan
laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;

c. Berdasarkan disposisi dekan atau direktur komdis melakukan penyelidikan dan
pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi;

d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komdis UIKA
dan/atau tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian
saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan
pemeriksaan tersangka/terlapor, dan/atau dilakukan secara bersama;

e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang sekurang-
kurangnya memuat:

1) Identitas terlapor dan pelapor,waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-
saksi, bukti-bukti lain;

2) lJenis pelanggaran yang dilakukan;

3) Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;

4) Kesimpulan pemeriksa;

5) Identitas pemeriksa.

f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komdis untuk menentukan jenis
sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;

g. Komdis mengusulkan kepada dekan, atau direktur tentang sanksi yang
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direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan
hasil repat pleno komdis;

Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis fakultas adalah sanksi ringan
atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 maka keputusan
penjatuhan saksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya
disampaikan kepada rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil
rektor 4 dan komdis UIKA;

Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis adalah sanksi berat
sebagaimana diatur pasal 11 ayat 3 maka dekan atau direktur melanjutkan usul
penjatuhan sanksi tersebut kepada rektor untuk diterbitkan keputusannya;

Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul dekan atau direktur, tembusan
keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dekan dan/atau
direktur, biro akademik, serta komdis UIKA.

Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komdis UIKA

a.

Rektor Setelah menerima laporan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus, dapat
merekomendasikan kepada komdis untuk ditindaklanjuti dengan melakukan
penyelidikan dan pemeriksaan komdis UIKA dalam melakukan penyelidikan,
pengumpulan fakta;

pemeriksaan kepada tersangka, Mutatis Mutandis dengan ketentuan yang berlaku
bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan;

Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang, dan berat dikirimkan kepada
Rektor dengan melampirkan BAP, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan
Keputusan Rektor atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada para Wakil
Rektor, Dekan, atau Direktur terkait, serta komdis UIKA.

BAB XI
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI
Pasal 14

Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan rektor.

Rektor melimpahkan wewenangnya kepada dekan dan direktur untuk menjatuhkan
sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kampus masing-
masing.

Pasal 15

Rektor, Dekan, dan Direktur berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah
jenis sanksi yang direkomendasikan oleh Komdis yang memeriksa suatu pelanggaran tata
tertib kehidupan kampus.

Pasal 16

Rektor, Dekan dan Direktur sesuai wewenangnya menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas
dasar prinsip kebenaran dan keadilan demi tegaknya tata tertib kehidupan kampus.

Pasal 17

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan/atau sanksi
maksimal.

BAB XII
JENIS-JENIS SANKSI
Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat dijatuhi sanksi berupa:
a. Sanksi Ringan
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b. Sanksi Sedang; dan

c. Sanksi Berat

Pelanggaran ringan sebagaimana pada ayat (1) huruf a yang dilakukan oleh mahasiswa

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) jo. Pasal 11 ayat (1),

dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:

a. Teguran Lisan Teguran tertulis;

b. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pelanggaran sedang sebagaimana pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh mahasiswa

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) jo. Pasal 11 ayat

(3), dapat dijatuhi sanksi sedang berupa:

a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu
tertentu;

b. Penggantian kerugian atau  penggantian benda/barang semacamnya;

c. Pemecatan dan jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau
universitas;

d. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

Pelanggaran berat sebagaimana pada ayat (1) huruf ¢ yang dilakukan oleh mahasiswa

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (12), (13), (14), (15), (16), (17), dan (18)

jo. Pasal 11 ayat (4), dapat dijatuhi sanksi berat berupa:

a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;

b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

BAB XIII
PEMALSUAN

Pasal 19
Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat,
dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang dapat
merugikan UIKA Bogor dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau
menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk
kepentingan pribadi dan/atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus
dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.

Pasal 20
Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi
dan/atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2
(dua) semester.
Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah
yang berlaku di lingkungan UIKA Bogor untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain
dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
Dengan sengaja merubah atau mengganti mata kuliah yang ditempuh sebagian atau
seluruhnya, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau skorsing 1
(satu) semester.
Dengan sengaja melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah
sebagian atau seluruh transkip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan
aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan
atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 21
Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya
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sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti
sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada
semester itu dan/atau sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.

Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (Joki) dalam ujian dari seseorang
mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UIKA Bogor dikenakan
sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.

BAB XIV
PENCURIAN DAN PERUSAKAN

Pasal 22
Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas
harta benda milik UIKA Bogor atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus
dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau
mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri.
Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau
menghancurkan harta benda milik UIKA Bogor atau milik orang lain di dalam atau
di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan
sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau mengganti
barang yang dirusak atau mengganti dengan uang senilai barang yang dirusak.

BAB XV
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 23
Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam
sesama mahasiswa atau orang lain di lingkungan atau di luar kampus, dikenakan
sanksi skorsing selama 1 (satu) semester.
Setiap mahasiswa yang memeras dan/atau mengancam pejabat, dosen dan/atau
karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2
(dua) semester.

BAB XVI

PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Pasal 24
Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam
maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam maupun
di luar kampus, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya
diberhentikan sebagai mahasiswa.
Setiap mahasiswa yang menganiaya sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) yang
mengakibatkan cacat, atau meninggal dunia, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai
mahasiswa dan/atau memberi biaya pengobatan atau memberi santunan.

Pasal 25
Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam kampus, dikenakan sanksi
skorsing 1 (satu) semester.
Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian sebagaimana ayat (1), yang berakibat cacat
atau meninggal dunia dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

10



BAB XVII
ROKOK, MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, DAN OBAT TERLARANG
Pasal 26

Setiap mahasiswa yang menjual dan mengkomsumsi rokok di dalam kampus dan kawasan-
kawasan di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, dikenakan sanksi berupa:

a.

b.

(1)

)

(1

(2)

Teguran secara lisan; atau
Peringatan keras secara lisan; atau
Peringatan keras secara tertulis; atau
Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, ujian, konsultasi dan praktikum.

Pasal 27
Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan,
mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua)
semester;
Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan,
mengkonsumsi dan memiliki narkoba, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai
mahasiswa.

Pasal 28
Setiap mahasiswa yang meminum minuman keras di dalam kampus dikenakan sanksi
skorsing 4 (empat) semester;
Setiap mahasiswa yang meminum minuman keras dan mengakibatkan terganggunya
proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan
bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XVIII
PERBUATAN ASUSILA
Pasal 29

Setiap mahasiswa:

()

(2)

€)

4)

(5)

(6)

Mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di lingkungan kampus yang
bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat Islam, dikenakan sanksi skorsing 1
(satu) semester,

Melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di lingkungan kampus yang
bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat Islam, dikenakan sanksi skorsing 2
(dua) semester;

Melakukan perbuatan zina di lingkungan kampus, dikenakan sanksi diberhentikan
sebagai mahasiswa;

Melakukan perkosaan baik terlibat langsung atau tidak langsung terlibat di dalam atau
di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan
sebagai mahasiswa,

Memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan mempertontonkan gambar, tulisan,
barang, yang bersifat pornografi dan/atau yang menjurus rasa kesusilaan, dikenakan
sanksi skorsing 1 (satu) semester;

Mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk
apa pun di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester dan/atau
setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
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BAB XIX
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK
Pasal 30

(1) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama
mahasiswa di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;

(2) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik UIKA Bogor
sebagai Institusi, pejabat, dosen, karyawan dan/atau orang lain di dalam kampus,
dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester;

(3) Tindakan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) masuk dalam kategori
pelanggaran aduan.

BAB XX
ETIKA KEPRIBADIAN
Pasal 31

(1) Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai
dengan misi, visi dan tujuan UIKA Bogor, maka mahasiswa untuk mengikuti kegiatan
proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kampus harus mematuhi
ketentuan etika kepribadian,

(2) Untuk mahasiswa laki-laki, mengatur rambutnya dengan rapi, tidak bertato, tidak
mengenakan perhiasan (aksesoris) sebagaimana dikenakan perempuan; tidak
mengenakan sandal, kaos oblong, dan/atau pakaian yang kurang pantas dan tidak
menutup aurat;

(3) Untuk mahasiswa perempuan, dalam berpakaian menutup aurat dan cukup longgar,
tidak transparan, tidak memakai make up dan perhiasan (aksesoris) yang berlebihan,
tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir,
dan/atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga, tidak mengenakan
sandal, kaos oblong dan/atau pakaian kurang pantas.

(4) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), (2) dan (3)
akan dikenakan sanksi:

a. Teguran secara lisan; atau
b. Peringatan keras secara lisan; atau
c. Peringatan keras secara tertulis; atau
d. Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, ujian, konsultasi, praktikum dan melakukan
kegiatan administrasi di kantor.
BAB XXI
PENGHARGAAN
Pasal 32
Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Universitas, Fakultas,
Jurusan atau Bagian dan Program Studi sesuai dengan prestasi yang raih.
Pasal 33
Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah
dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta penghargaan yang sesuai dengan kebijakan
lembaga yang bersangkutan.
BAB XXII
TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI
. Pasal 34

(1) Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
tentang adanya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Komisi
Disiplin.
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(2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Komisi
Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi melalui surat
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

(3) Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga
pembelaan.

(4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir
tanpa keterangan dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan
pemeriksaan dapat dilanjutkan.

(5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi
sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang.

BAB XXIII
PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR,
HAK PEMBELAAN MAHASISWA DAN REHABILITASI
Pasal 35
Sanksi Pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Komisi
Disiplin UIKA Bogor.
Pasal 36

(1) Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Komisi
Disiplin.

(2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1 ) di atas diajukan sendiri baik lisan
maupun tertulis.

(3) Sebelum mengajukan pembelaan tersangka dapat berkonsultasi dengan lembaga
bantuan hukum atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir.

(4) Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan,
atau Pengadilan, Komisi Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan
atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.

Pasal 37
Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
BAB XXIV
PENJATUHAN SANKSI
_ Pasal 38

(1) Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah bukti dalam Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi
Disiplin.

(2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam
pasal 10 peraturan ini. ’

(3) Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa yang karena kejahatan
dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UIKA Bogor.

BAB XV
PUTUSAN
Pasal 39

(1) Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat
Keputusan,

(2) Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:

a. ldentitas lengkap: nama, umur, fakultas atau program studi, nomor mahasiswa,
jenis kelamin, alamat.
b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-
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pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat
yang berwenang menjatuhkan sanksi.
BAB XXVI
KOMISI DISIPLIN

Pasal 40
Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan dan
Ketua Jurusan atau Bagian dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin.
Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas,
Pascasarjana dan Jurusan atau Bagian yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh
Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan.
Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait,
selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul Rektor, Dekan, Ketua Jurusan atau
Bagian yang akan memberikan penghargaan atau penjatuhan sanksi.
Komposisi keanggotaan komisi disiplin terdiri dari Wakil Rektor Kemahasiswaan dan
Dakwah, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Dakwah, Ketua
Program Studi di Pascasarjana dan Sekretaris Jurusan.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 41
Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih
tetap berlaku.
Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib
mahasiswa ini masih tetap berlaku.
Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik tanpa ijin.
Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan
atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga
Kemahasiswaan baik yang bersumber dari UIKA Bogor atau sumber lain dikenakan
sanksi  penahanan  ijazah sampai yang bersangkutan  menyelesaikan
pertanggungjawabannya dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Pasal 42
Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditambahkan
(addendum) yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
Peraturan Universitas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bogor, 20 Januari 2022 M
' 16 Jumadil Akhir 1443 H
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